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DEFINISI 

Kawasan Lindung : Kawasan Lindung dalam Keputusan Presiden (Kepres) 

RI Nomor 32 Tahun 1990 diartikan sebagai kawasan 

yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi 

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber 

alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya 

bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan 

Hutan Lindung : Kawasan yang karena keadaan dan sifat fisik wilayahnya 

perlu dibina dan dipertahankan sebagai hutan dengan 

penutupan vegetasi secara tetap guna kepentingan 

hidroorologi, yaitu tata air, mencegah banjir dan erosi 

serta memelihara keawetan dan kesuburan tanah, baik 

dalam kawasan hutan yang bersangkutan maupun 

kawasan yang dipengaruhi di sekitarnya. 

Kawasan Budi daya   

 

: Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber 

daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan. 

Cagar Alam : Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya 

mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan 

ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu 

dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara 

alami.  

Suaka Margasatwa : Kawasan suaka alam yang mempunyai cirri khas berupa 

keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang 

untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan 

pembinaan terhadap habitatnya. 

Tata Ruang : Wujud struktur ruang dan pola ruang.  

Struktur Ruang : Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara 

hierarkis memiliki hubungan fungsional 

Pola Ruang    : Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang 
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 meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan 

peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. 

Rencana Tata Ruang Wilayah   : Hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang 

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur 

terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif. 
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